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ABSTRAK

Firkawati, Mappamiring dan Nasrul Haq, E-Government di Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.

e-government merupakan bentuk penerapan pelayanan public yang berbasis
teknologi informast dan komunikasi. Sebagai media informasi serta sarana komunikasi
interaktif amtar pemenntah dan para SKPD maupun kamunikast interaktif antar
masyarakat. Penerapan ¢-government dimulai dan bentuk layanan yang sederhana berupa
penyediaan data dan informasi berbasis efectronic tentang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan sebagai bentuk transparansi dalam melaksanakan
pelayanan public. Pemerintah Kabupaten Pangkep menghadirkan aplikasi Litbang
Pangkep sebagal wadah bagi masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah
menjangkau ataw memperoleh informasi vang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk
mendorong peningkatan kualitas pelayanan public dengan menerapkan pelayanan public
berbasis onfine yang didukung dengan adanya aplikasi perangkat modem. Sehingga
kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangkep dapat dilayani dengan baik,
mudah dan efeknf. Maka unit analisis pada penelitian ini adalah e-governnent di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaien Pangkep. Tipe penclittan yang
dilakukan adalah wawancarz, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ¢-govermmeni di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep saat ini tidak terlaksana karena masa aktif
layanan hosting telah habis.

Kata Kunci: E-Government, Aplikasi Litbang Pangkep.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Era digital saat im berkembang kian pesat dalam bidang Teknologi,
Informasi, dan Komunikasi dan telah menawarkan solusi bagi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik pada tingkat pusat maupun pada
tingkat daerah. Oleh karena itu pemenmiah kabupaten pangkep melahirkan
sebuah inovasi baru, yaitu inovasi aplikasi Litbang Pangkep. Aplikasi Litbang
Pangkep merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
pangkep dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aduan
maupun saran. Kehadiran aplikasi Litbang Pangkep ini berfungsi sebagai
wadah bagi masyarakat kabupaten pangkep agar lebih mudah memperoleh
informasi yang dibutuhkan, serta masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi di
dalamnya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public pada semua
aspek dengan cara menyampaikan aduan mengenai kurang baik atau baiknya
kualitas pelayanan oleh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkep. Aplikasi 1.itbang Pangkep ini juga dapat digunakan
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau saran-saran inovasi yang
kemudian akan menjadi bahan pertimbangan oleh Balitbangda Pangkep sebagai
bahan penelitian. (Litbang Pangkep.com).

Dalam era otonomi daerah istilah e-government ini semakin populer, dan

sudah banyak provinsi, kabupaten'kota maupun kecamatan di Indonesia yang



menerapkan pelayanan berbasis e-government dalam urusan lembaga
pemenntahan. Daerah yang memiliki wilayah yang cukup luas, sumber daya
manusia yang sedikit, dan jumlah penduduk yang banyak sangat dianjurkan
untuk mengembangkan e-government tersebut. Dengan kondisi geografis yang
demikian maka perlu adanya pengembangan teknologi digital dalam
mengelolah pemerintahan dan pembangunan yang belum maksimal yang
disebabkan sarana dan prasarana yang terbatas, serta transportasi dan
komunikasi yang sering menjadi hambatan. Maka dengan hadimya teknologi
digital pemerintah diyakini mampu memaksimalkan pengelolaan pembangunan
pemerintahan yang selama ini belum maksimal.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi berbasis internet
yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antar
masyarakat, —dunia = pemerintahan, dan pihak  vang berkepentingan
(Indrajit:2006). . E~Governmen: merupakan kependekan dari  FEletronic
Government, Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model
sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital,
dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat,
pengawasan dan pengendalian sumber daya milik pemerintah yang
bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan lain sebagainya
dikendalikan dalam satu sistem. E-governmemt juga merupakan bentuk
implementasi pelayanan public melalui penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan



efisien, layanan yang lebih baik dan nyaman, mencakup jangkauan yang lebih
luas, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Bentuk layanan sederhana yang fain dari penggunmaam layanan e-
government adalah sebagai sarana komunikasi dan informasi baik internal di
kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun komuntkasi
informasi interaktif dengan masyarakat melalui media saran dan aduan yang
telah disediakan oleh pemerintah didalam aplikasi Litbang Pangkep tersebut.
Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sangat besar untuk
kemasiahatan ~masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah semakin
berkembang inisiatif pemerintah adalah suatu keharusan untuk menjadi seorang
yang inovatif dalam mengintegrasikan jaringan teknologi di segala bidang yang
semakin maningkat. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi
informasi adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai
salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam memberikan
kewajiban kepada setiap setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap
pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali
beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak
warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, serta
mewujudkan penyelenggaraan Negara vang baik, vaitu transparansi, yang

efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, Penerapan e-




government oleh Balitbangda Pangkep merupakan bentuk kepedulian
Balitbangda Pangkep dalam mewwudkan Good Government dan Clean
Governance. Keberhasilan penerapan e-government tidak terlepas dari
beberapa sumber daya untuk mengembangkan e-government tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian Rianto dan Tri Lestan terdapat beberapa sumber
daya untuk mewujudkan e-government. Sumber daya tersebut antara lain -
software, hardware, human resources, data dan informasi, struktur organisasi,
komunikasi, dan sikap pelaksana. Beberapa komponen atan sumber daya
tersebut sangat menunjang akan keberhasilan dalam penerapan e-government.
Oleh karena itu sangat penting bagi instansi pelaksana e-government untuk
memperhatikan hal tersebut.

Menurut intruksi presiden nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan
strategi dan {ujuan pengembangan e-governmeni mengemukakan bahwa,
pengembangan  e-government adalah suatu upaya untuk meningkatkan
penyelenggaraan  pemerintah yang berbasis teknologi informasi (aplikasi)
dalam rangka mengembangkan kualitas pelavanan public secara efekif dan
efisien. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur
Negara menjadi citra buruk pemerintah di mata masyarakat. Bentuk
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sering dijumpai pada
setiap daerah maupun kota. Berbagai macam permasalahan mengenai
pelayanan publik, seperti pelayanan perizinan, permasalahan pembangunan,
masth sering terjadi dilingkungan wilayah Kabupaten Pangkep. Seiring dengan

hal tersebut masyarakat juga kesulitan dalam hal penyampaian pengaduan atau



pengaduan yang berbasis tekmologi informasi melalui aplikasi yang telah
dirancang langsung olech Balitangda Pangkep. Jika Liputo dalam lokus
penelitiannya hanya mencakup tingkatan kelurahan, maka cakupan lokus pada
penelitian ini lebih luas karena menganalisis penerapan e-government di tingkat
kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena aplikasi Litbang Pangkep
merupakan aplikasi yang baru diterapkan. oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kabupaten Pangkep. Dengan menerapkan pelayanan
berbasis e-government dan didukung dengan perangkat aplikasi. Kepentingan
warga masyarakat kabupaten pangkep akan dilayani dengan baik dengan cara
yang mudah dan efektif. Aplikasi Litbang Pangkep launching pada tanggal 15
Juli 2019 dan mendapat pujian serta apresiasi dari ketua DPRD Pangkep, Andi
Ilham Zainuddin (TribunPangkep.com). Aplikasi Litbang Pangkep telah
beroprasi selama satu tahun lebih, namun masalah selanjutnya ialah kenyataan
dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Pangkep
yang masih belum mengetahui mekanisme dan alur kerja serta sama sekali
tidak mengetahui keberadaan program pelayanan berbasis aplikasi tersebut,
ditunjukkan dengan jumiah install aplikasi di playstore yang masih sekitaran
50+. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai sumber daya yang di
butuhkan dan digunakan dalam penerapan aplikasi litbang pangkep. Penelitian
ini juga akan mendeskripsikan cara mengoperasikan aplikasi Litbang Pangkep
sehingga menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme dan

alur kerja serta kegunaan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi dan



mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi Litbang Pangkep. Penelitian
ini juga menawarkan solusi saat penelitian ini berhasil untuk dilaksanakan,
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian di Balitbangda Pangkep selaku pengelolah aplikasi
dengan mengangkat judul “E-Government Di Badan Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti
kemukakan adalah bagaimana E-government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pokok masalah yang di teliti
yaitu untuk mengetahui bagaimana E-government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa mannfaat
scbagat benkut:
1. Manfaat Praktis
Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat mengetahui
bagaimana e-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkep. Dan sebagai bahan masukan bagi Kantor Dinas

Komunikasi, Informatika dan Balitbangda untuk meningkatkan inovasi ini.



2. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan untuk merumuskan e-government di Balitbangda
dan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut
tentang e-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan inovasi.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitan terdahulu terdapat beberapa penelitian yang

relevan den gan penelitian yang akan saya laksanakan, adapun beberapa hasil

penelitian terdahuiu yang berhasil di kumpulkan antara lain:

1.

Nurul Wahida Safitn (2016) Hasil penelitian vang dilakukan oleh Nurul
Wahida Safitn dengan judul penclitian “Penerapan E-Government di Pusat
Pelayanan informasr dan Pengaduan Kabupaten Pinrang” bahwa
penerapan e-government di pusat pelayanan informasi dan pengaduan di
Kabupaten Pinrang sangat memudahkan masyamkat dalam memperolch
informasi yang dibutuhkan, masyarakat cukup merasa puas dengan adanya
penerapan e-government ini karena lebth mudah dv akses dan lebih
menghemat waktu dan biaya dibandingkan yang ‘manual. Namun
penerapan e-governmment di pusat pelayanan informasi dan pengaduan
Kabuaten Pinrang mengalami beberapa hambatan yaitu factor jaringan dan
sosialisasi. Janngan infernet yang kurang bagus menycbabkan website
PINDU kadang non aktif, serta factor lainnya adalah tahap sosialisasi yang
kurang maksimal tentang hadirnya PINDU tersebut.

Muhammad Zulfadli HM (2019) dengan judul “Inovasi Pelayanan
Berbasis Smart City Dh Kota Makassar”. Selama penerapan smart city ini
pemerintah sudah melakukan beberapa inovasi dalam mewujudkan

Makassar smart city misalnya, operation room melalm CCTV yang
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digunakan sebagai pusat informasi dan pemamtauan, apartement lorong
(aparong), Makassar home care atau yang lebih dikenal dengan istilah
Dottoro’ta, tangkasa’ki, dan lorong garden.

. Nur Hikmah (2020) Hasil penehitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah
dengan judul penelitian “Inovasi Sistem Terminal Parkie Elektromk di
Kota Makassar™. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa dengan adanya
terminal parker elektrontk (TPE) masyarakat tidak lagi merasa khawatir
untuk parker di bahu jalan dan tidak lagi merasa khawatir kendaraannya di
gembok, karena dengan adanya terminal parker eiektronik yang dipasang
dibahu jalan maka parker di bahu jalan sudah resmi dan bukan lagi parker
liar. Adanya TPE i masyarakat masth saja ada yang complain afau tidak
sefuju mengenai penerapan TPE tersebut sehingga membuat penerapannya
masth belum maksimal.

. Widodo Agus Setianto (2016) Hasil penelitian terdahuly yang dilakukan
oleh Widodo Agus Setiaonto dengan judul “Inovasi e-Health Dinas
Kesechatan Kota Surabaya’ Inovasi e-healti merupakan layanan yang
dapat memudahkan pelayanan keschatan kepada masyarakat. Adanya
inovasi e-healith tersebut pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih efektif
dan efisien dibandingkan sebelum adanya inovasi e-health. Layanan e-
health dapat diakses melalui website maupun pada aplikasi yang dapat di
unduh di playstore. Layanan e-health sangat memberikan manfaat bagi
pasien dalam melakukan antrean tampa harus datang ke lokasi,

memudahkan pasien untuk melakukan rujukan, serta memudahkan dalam



11

hal pendataan pasien yang telah terekam dalam big data yang telah
terintegrasi.

5. Haura Attahara (2013) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis e-
Government ( Studi kasus aplikasi ogan lopian dinas komunikasi dan
informatika di kabupaten perwakarta)”. Aplikasi Ogan Lopian yang
diluncurkan oleh Diskominfo Pemda Purwakarta masth membutubkan
pematangan dan pemantapan dalam hal sumber daya infrastruktur
teknologi, informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia scbagal
pengelolah yang dapat menunjang keberhasilan e-government tersebut.
Terlepas dari berbagai kekurangan pada penerapan e-government aplikasi
Ogan [opian tersebut dapat dijadikan contoh bagi pemda-pemda lain yang
ingin melakukan movasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di
daerahnya.

B. Konsep dan Teori L-Government
1. Konsep Electronic Government
Eko Indrajit (2016) mengemukakan sejarah perkembangan e-

government terdapat tiga aspek pemicu (drivers) utama berkembangnya e-

government yaitu:

a. Era globalisasi yang berkembang begitu cepat dari yang diperkirakan
telah membuat isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia,
transparansi, hokum, korupsi, perdagangan bebas, perdagangan terbuka
dan yang lain sebagainya menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh

setiap bangsa jika yang bersangkutan tersebut tidak ingin di asingkan dari
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dunia. Dalam format tersebut, pemerintah harus mengadakan reposisi
tergadap peranannya di dalam sebuah Negara, dari yang bersifat internat
dan fokus trhadap kebutuhan dalam negri, menjadi lebih berorientasi
kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana menposisikan masyarakat
dan negaranya dalam sebuah pergaulan global. Jika sebelumnya sebuah
negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side)
maka saat int telah bergesar pada sisi ke arah masyarakat (demand side),
schingga tuntuntan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin
meningkat. Karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan
masyarakat Negara lain, maka masyarakat dari suatu Negara harus
memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal tersebut adalah
tanggungjawab pemerintah.

. Kemajuan teknologi dan informasi berkembang sedemikian pesatnya
schingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan
sangat cepat dan dapat segera disebar dengan sangat cepat pada kalangan
masyarakat di berbagai belahan duma dalam hitungan detik. Tentu saja
buah dan teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah
dimasa modern harus bersikap kepada masyarakat, karena banyaknya
aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensoinal yang secara tidak
langsung telah diambil alih oleh masyarakat itu sendiri, misalnya masalah
pers, sosial, agama, pendidikan, keschatan dan lain sebagainya

dikarenakan adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah
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dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang
bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranannya.
. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak dapat
terlepas dari semakin membaiknya kinerja industry swasta dalam
melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Hubungan antara masyarakat
(sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor,
perusahaan, dsb) telah membentuk sebuah standart pelayanan vang
semakin membaik dan waktu ke waktu. Percepatan penikatan kmenja dan
sector swasta tidak ditkuti dengan percepatan yang sama dengan dalam
sector public, sehingga masyarakat dapat melihat kepincangan dalam
pemberian kualifas pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung
tuntutan masyarakat atas pemerintah agar meningkatkan kualitas
kinerjanya, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan rakyat, masyarkat tidak segang- segang untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah melahn demonstrasi atau alur fainnya.
Ketiga aspek diatas yang menyebabkan terjadinya tekanan dani
masyarakat agar pemerinfah lebih meningkatkan kinenanya secara
signifikan dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Misalnya,
pada Negara inggris yang melihat perkawinan antara pemerintah dan
teknologi yang kemudian akan melahirkan sebuah konsep yang
diistilahkan sebagai Flectronic Service Delivery (ESD), yaitu bagaimana
melalui media elektronik dan digital pemerintah dapat menyediakan

pelayanan kepada masyarakat. Dari ESD inilah yang kemudian
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berkembang menjadi cikal bakal dari e-government, yaitu mekanisme
dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet)
sebagal sarana utama yang menghubungkan dirinya dengan para
stakeholder, yaitu masyarakat umum, kalangan industry dan sector public
lainnya.

2. Teori-Teori E-government

FElectronic government adalah sebuah proses system pemerintzhan
dengan menggunakan ICY (information, communication, and technology)
sebagai alat untuk mempennudah proses komunikasi dan transaksi pada
masyarakat, lembaga pemerintahan berserta stafnyva. Sehingga mencapai
efesiens1, efektifitas, fransparansi, dan akuntabilitas pemerintah pada
masyarakat. 7-government adalah singkatan dan I/etronic Government,
atau disebut juga E-Gov. Electronic Government adalah salah satu bentuk
atau model sistemn pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi
digital, dimana semua pekerjaan admnistrasi, - pelayanan terhadap
masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi
yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya
dikendalikan dalam satu sistem.

Menurut Indrajit (2006:38), E-government merupakan penggunaan
teknologi informasi berbasis intemet yang memungkinkan pemerintah
untuk  mentransformasikan  hubungan antar masyarakat, duma
pemerintahan, dan pihak yang berkepentingan. Konsep e-government di

desknpsikan bermacam-macam oleh berbagai individu maupun kelompok.
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Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pendapat di bawah im tentang e-
government dalam berbagai sudut pandang system pemerintahan fuar dan
dalam negri antara lain;

a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan bahwa e-
government mengacu pada penyampaian informasi serta pelayanan
pemerintah berbasis online atau media digital lainnya.

b. Pemerintah New Selandia mengemukakan bahwa e-government adalah
sebuah ide pemerintah menggunakan sebuah teknologi baru untuk
melakukan® pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan
kemudahan dalam mengakses serta memberkan peluang bagi
masyarakat untuk berpartisispasi dalam proses institusi demokrasi.

¢. Menurut keminfo, E-government adalah upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan public.

d. World Bank wmendefinisikan e-government merupakan pemanfaatan
teknologi informasi dalam ranah pemerintahan untuk pelayanan prima
dan menfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah.

E-government adalah tentang penyampaian informasi pemerintah
dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat
digital lainnya. FE-government didefinisikan sebaga  “penggunaan
Teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya,

dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dan sebelumnya
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(Holmes 2000). Sedangkan pendapat lain menurut seorang penulis (Fang,
2002; Setfert and Bonham, 2004) mendefinisikan e-government adalah
salah satu cara pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya
web berbasis aplikasi, untuk menyediakan akses pelayanan yang mudah
terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga
untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan
transformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat dan juga
bisms. E-governmment dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi
berdasarkan website, komunikasi infernet, dan dalam beberapa hal lainnya
e-government merupakan . aplikasi interkoneksi umtuk  memfasilitasi
komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pembenan layanan dan
informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Selain
itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja dan proses
pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya. Dari rumusan
pengertian tersebut. bahwa e-government merupakan pemanfaatan dan
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka
mencapai tujuan, yakm;
1) Meningkatkan efesiensi dan cosf efectivenes dan pemerintahan.
2) Memberikan berbagai jasapelayanan kepada masyarakat secara lebih
batk.
3) Memberikan akses informasi kepada public secara luas.
4) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan

tranparansi kepada masyarakat.
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Dalam Inpres No 3 tahun 2003 e-government adalah sebagai berikut:
“E-government adalah penyelenggraan kepemerintahan berbasis elektronik
untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif,dan
interkatif”. Secara umum e-government di definisikan sebagai pemerintahan

elektronik digital government, online government dan transformational

government adalah pemanfaatn teknologi oleh pemerintah untuk melakukan

sangatlah beragam yang semua bermuara pada beberapa prinsip antara lain:

1) Konsep e-government memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi
penerapannya dalam pemerintahan berbeda-beda sehingga konsepnya
pun menjadi sangat beragam.

2) Wahana aplikasi e-govermment sangatlah luas dengan sedemikian

banyaknya tugas dan tanggujawab pemenintah terhadap suatu bangsa dan
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Negara yang berfungsi untuk mengatur masvarakatnya dengan berbagai
Jenis interaks: maupun transaksi.

3) Pengertian serta penerapan e-government di berbagai Negara tidak dapat
di pisahkan dalam kondisi internal baik secara makro dan mikro dan
Negara-negara yang bersangkutan. Schingga pemahamannya sangatlah
di tentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, ekonomi, pandangan
politik, dari berbagai pemerintahan dari Negara yang bersangkutan.

3. Tujuan dan Manfaat Electronic Government (E-government)

Ada empat hal yang menjad: peran dan diterapkannya e-government,
menurut Anwar (2003 ) yaitu:

a. Terciptanya hubungan secara e-govermment antara pemerintah dan
masyarakat schingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari
pemerintah.

b. Melaksanakan perbaikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat kearah
yang lebth baik.

¢. Menunjang good governance dan kerbukaan,

d. Meningkatkan pendapatan ash daerah.

E-government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivtias
dan efisiensi pelayanan publik. Misuraca (2007) menyebutkan bahwa
terdapat tiga dimensi dalam melihat manfaat dan penerapan e-government,
yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

1) Dimensi Ekonomi, Dalam hal ekonomi, manfaat e-government di

antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasistas yang lebih
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batk dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas
penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi
permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

2) Dimensi Sosial, Dalam hal sosial, manfaat e-government cukup beragam
mular dan penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem
pendidikan dan keschatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan
pemerintah, peningkatan kapasistas dalam penyediaan keselamatan dan
keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam
istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.

3) Dimensi Pemerintahan, Dalam hal pemenntahan, manfaat e-government
dapat meningkatkan tercapainya good governance dalam hal peningkatan
keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan
pemerintahan yang konvensional. E-govermment juga dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat schingga dapat mengokohkan sistem demokrasi
yang ada.

4. Klasifikasi E-Governmeni
Indrajit (2006), dalam bukunya Flectronic Government menjelaskan tipe
relasi dalam e-government dapat dibedakan dalam empat tipe sebagai
berikut :

a. Government to Citizens (G2C) Tipe G to C im merupakan aplikasi e-
government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama

untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata




20

lain tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya
aplikasi e-government bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanalkanal akses yang beragam agar
masyakatdapatdengan dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk
pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

. Government to Business (G2B) Salah satu tugas utama dari sebuah
pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif
agar roda perckonomman ‘sebuah negara dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam melakukan aktifitas seharai-hari, entity bisnis semacam
perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang
dimiliki oleh pemerintah. Disamping ituyang bersangkutan juga harus
berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan
hak dan  kewajiban organisasinya sebagai scbuah entity berorientasi
profit.diperiukannya relasi yang baik antara pemerintah dengankalangan
bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar parapraktisi bisnis dalam
menjalankan roda perusahaannya, namun lebihjauh lagi banyak hal yang
dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan efektif dengan industri swasta.

. Government to Governments (G2G) Era globalisasi ini terlihat jelas
adanya kebutuhan di negara-negara untuk saling berkomunikasi secara
lebih intens dari hai ke hari. Kebutuhan umtuk berinteraksi antar suatu

pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada
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hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kenjasama antar negara dan kejasama antar entiti-entiti
negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan
hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses

politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

. Government to Employees (G2E) Pada akhirnya aplikast e-government

Juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para
pegawail negeni atau karyawan pemernintahan yang bekena di sebuah
institusi sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan  tingkatan sarana tekmologi  informasi dan
komunikasiyang digunakan untuk menyediakan layanan elektromk |,
Jeffrey W. Seifert (2003), mengklasifikasikan menjadi e-government
empat jenis, yakni sebagai berikut:

Presence, yaitu memunculkan website dacrah di intemct. Dalam tahap ini,
informast dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website
pemerintah

Interaction, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara
masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang
ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi
email dalam website pemerintah

Transaction, yaitu web daerah selain memiliki fasilitas interaksi juga

dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah
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4) Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan publik meningkat secara
terintegrasi.

Menurut Andnianto (2007) pada tataran implementasi, terdapat tiga
tingkatan e-government yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah
sebagai benkut:

a) Booklet (to publish), merupakan implementasi e-government yang
termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan
aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar
dan beragam. Didalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah
komunikasi satu arah, dimana informasi yang dimilikinya untuk dapat
secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak
lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang
dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium
internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses
situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user
dapat meiakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau
informasi yang dibutuhkan.

b) /nteract, Terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan
mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa
dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait
memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data
atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat

mengikuti link saja). Sedangkan yang kedua adalah pemenntah
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menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi
dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung
(seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya)
maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions,
newsletter, mailing list, dan lain sebagainya)
¢) Transact, Interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja
terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang
dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak grafis, masyarakat harus
membayar jasa pelayanan yang diberikan olch pemerintah atau mitra
kerjanva). Aplikasi ini jash lebth rumit dibandingkan dengan dua kelas
lainnya karena harus adanya sistern keamanan vang baik agar
perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy
berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
6. Penerapan E-government di Indonesia
Pembahasan mengenai penerapan ¢-government bukan berarti hanya
menerapkan sistem pemenntahan secara elektronik saja atau dengan kata
lain otomatisasi sistem, melainkan mempunyai pembahasan yang lebih
mendalam daripada itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana
sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan e-government, karena
untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang
baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan,
sehingga dan kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang

terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan
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memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat.
Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan
sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-
masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem
informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-
faktor dari sistem informasi tersebut.

Spektrum implementasi aplikasi e-government sangatlah lebar
mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah
sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatmya melalui
berbagai jenis interaksi dan transaksi.Pengertian dan penerapan e-
government di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi
internal baik secara makro maupun mikro dan negara yang bersangkutan,
sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya,
pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang
bersangkutan.

Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur
vang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan
organisast. Kemudian dalam konteks e-governmment, maka kita akan
berbicara mengenai sistem informasi yang berbasiskan komputer, karena
untuk mewujudkan e-government tidak ada jalan lain bahwa yang harus
dilakukan pertama-tama adalah mengotomatisasi semua unsur yang
terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi

tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung
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yaitu komputer. Sistemm informasi vang berbasiskan komputer
menggunakan komponenkomponen benkut mi seperti data, prosedur,
manusia, soffware dan hardware. Tetapi sebelum menjalankan sistem
informasi yang berbasiskan komputer, sebelumnya vang harus dibenahi
adalah sistem informasi yang bukan berbasiskan kemputer, karena
otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila
sistem informasi yang bukan berbasiskan komputernya belum bagus.
Dengan  demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat
menjalankan e-government hanyalah negara-negara maju {dalam konteks
e-government seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari
pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu
lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya
sinergi dari sistem informai dan lembagalembaga pemerintahan, karena
hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu
negara. Twuan dari penerapan e-government yang disarikan dari
pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini,
adalah mencapai efisiensi, efektifitas dan nila ekonomis dari praktek
layanan pemerintah ke masyarakat. Tetapi fujuan ini sebenarnya memiliki
pengertian lebih, dimana yang diharapkan dari penerapan konsep e-
government adalah restruktunisasi sistem pemenntahan vang sudah ada
agar hasil yang dicapai dengan menerapkan e-government bisa maksimal.
Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan budaya kernja yang

harus diperhatikan sebelum menerapan e-government.
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7. Faktor-Fakter Yang Mem pengaruhi Penerapan E-government
Menurut hasil kajian dan Harvard JFK School of Government, untuk
mengimplementasikan konsep-konsep digitalisasi dalam sector public,
terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan
sungguh-sungguh. Ketiga elemen sukses tersebut adalah support, capacity
dan value (Indrajit, 2002).
Pertama support, Elemen support adalah elemen yang paling

penting dalam mengembangkan electronic government. Pengembangan e-

government_ memeriukan dukungan atau di sebut juga political will dari

pemerintah agar konsep e-government dapat di terapkan. Tampa adanya

dukungan dari berbagai instansi pembangunan dan pengembangan maka e-

government tidak dapat di laksanakan. Bentuk-bentuk dukungan yang dapat

pemerintah lakukan adalah:

a. Saling menyepakati kerangka efectronic government sebagai pondasi
dan salah satu kunci sukses Negara dalam mencapai tujuan dan visi misi
bangsa dan Negara sehingga harus mendapatkan prioritas yang tinggi.

b. Mengalokasikan sumber daya ( manusia, finansial, tenaga, waktu,
informasi dan lain-lain}) pada setiap tataran pemerintahan untuk
membangun konsep e-government dengan semangat lintas sektoral.

c. Dibangunnya serbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung dan
pencipta lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan e-government,

misalnya terdapat regulasi yang jelas.
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d. Mensosialisasikan konsep e-government secara menyeluruh, konsisten,
dan kontinyu pada kalangan birokrat secbagai actor yang akan
menyelenggarakan e¢-government dan secara umum mensostalisasikan
pada masyarakat melalui kampanye.

Kedua, capacity, maksud dan elemen capacity adalah adanya
unsur kemampuan ataupun keberdayaan dari pemerintah untuk
mewujudkan impian e-government menjadi kenyataan. Terdapat tiga
minimum yang harus dimiliki oleh pemenntah yang berhubungan dengan
elemen ini, yaitu:

a Ketersediaan sumber daya yang cukup ontuk melaksanakan berbagai
inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya
finansial.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai
karena fasilitas ini menunjuang keberhasilan e-government.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi
yang diperlukan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan
tujuan atau asas manfaat yang diharapkan.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa ketiadaan satu atau lebih
dari sebuah elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan
tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya menerapkan e-
government, terlebih lagi karena banyaknya fasilitas dan sumberdaya
yang berada diluar jangkauan (wilayah control) pemerintah. Justru

menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mencan solusi akibat
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dari kurangnya sumber daya untuk memenuhi ketiga prasyarat tersebut,
misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan perusahaan swasta,
bermitra dari sector non public, mengalithdayakan ( kontrak outsourcing)
berbagai teknologi yang tidak dimiliki dan lain-lain.

Ketiga, Value, elemen pertama dan elemen kedua merupakan dua
buah aspek yang dilthat dari sisi pemerintah selaku pthak pemben jasa
(supply side). Berbagai inisiatif e-government tidak akan berguna jika
tidak ada pihak  yang merasa diuntungkan dalam penerapan e-
governmenf tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang
peroleh dan penecrapan e-government bukanlah kalangan pemerintah itu
sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Oleh
karena itu, pemerintah haruslah lebih teliti dalam memihh prioritas jens
aplikasi e-government  apa saja yang harus  didahulukan
pembangunannya agar benar-benar membenkan manfaat (va/ue) yang
secara signifikan dapat dirasakan manfaatnya cich masyarakat. Salah
dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan menjadi
boomerang bagi pemerintah dan akan mempersulit usaha pengembangan
konsep e-government.

Perpaduan antara tiga element penting akan membentuk sebuah
pusat syaraf jaringan e-government yang akan membentuk system saraf
pusat jaringan e-government yang merupakan kunct sukses utama

keberhasilan penerapan e-government tersebut.
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8. Aspek- Aspek Dalam Aplikasi Electronic Government (E-government)
Rianto dan Tri Lestari dalam bukunya Polri dan Aplikasi £-
government Dalam Pelayanan Pubhik (2012: 43) sumber daya yang
dibutuhkan untuk mewujudkan e-government terdin dari :
a. Hardware
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas
dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware).
Sebuah aplikasi e-government ada kalanya cukup dengan sebuah atau
beberapa komputer yang berdiri sendin tanpa perlu tersambung dengan
komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan
scbuah jaringan LAN {(Locu! Area Networking) vyaitu janngan
menggunakan kabel |, yang biasanya digunakan secara intern. Serta WAN
(Wide Area Networking) yaitu jaringan tanpa kabel yag biasanya
digunakan untuk berhubungan antar instansi. Afau bahkan janingan global
(internet). untuk jenis apiikasi yang terakhir ini biasanya membutuhkan
banyak kompurter sepertt database server, application server, proxy
server, firewall server, email server, domain server dan lain sebagainya.
Spesifikasi teknis masing-masing disesuaikan dengan fungsinya. Beberapa
fungsi server dapat digabungkan, tergantung pada beban kerja. Untuk
server yang memiliki beban kega cukup berat sebaiknya disiapkan
tersendiri,

b. Software
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Sumber dava e-govermmert lainnya yang cukup penting adalah
perangkat lunak komputer (Software). Di mana software dibagi menjadi
dua macam yaitu software operasi dan software aplikasi. Sofiware operasi
merupakan software penerjemah daripada hardware, misalnya program
linux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya.
Sedangkan soffware aplikasi merupakan program terapan, misalnya
operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad,
power point.dan scbagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung
komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / wehcam).

. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam
organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersedian
SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi
dan komunikasi yang meliputi programme administrator  jaringan,
operator dan tenaga lainnya, baik dan aspek kuantitas maupun kualitasnya
harus cukup. bahkan kemputer memberi sumbangan keberhasilan yang
cukup signifikan. Kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) relative mudah untuk dipenuhi, tetapi untuk menyiapkan
SDM vyang peduli terhadap perubahan merupakan pekerjaan besar.
Mewacanakan perubahan sikap dan penlaku pada kalangan aparatur
pemerintah dan masyarakat merupakan aspek yang mempunyai resistensi
cukup besar. Sikap dan perilaku yang sudah terpola selama bertahun-tahun

tentu tidak cukup untuk dirubah dalam waktu sekejab, melainkan
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memeriukan waktu atau proses dan rekayasa sosial vang mampu
menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.
d. Data dan Informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi.
Sumber daya imi sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh
implementor e-overnment. padahal kesediaan data masukan, baik dalam
bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi
bahan utama proses e-government guna mendukung tujuan penyebarluasan
informasi.

¢. Struktur organisasi

Sebuah kebijakan ditetapkan untuk dilaksanakan guna menyelesaikan
masalah atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, siapa dan
bagaimana melaksanakan kebijakan e-govermmen: itu. Dari berbagai
referensi ‘menyatakan bahwa idealnya implementor e-gnvernment adatah
lembaga struktural yang berada satu tingkat di bawah fop leader, hanya
saja idealisme mi berbenturan dengan kebbijakan efisiensi dan
restrukturisasi kelembagaan yang menganut asas “miskin struktur tetapi
kaya“. Dengan kondisi ini, besar kemungkinan kebijakan e-government
dilaksanakan oleh lembaga struktur yang berada dua atau bahkan tiga
tingkat di bawah top Jeader. Penataan kelembagaan e-government
sebaiknya disesuaikan dengan polakerja. Sebagaimana uraian sebelumnya
bahwa dengan pola kerja e-government menganut sistem distributed

processing. Meskipun proses penyelenggaraannya tersebar tetapi tetap
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mengkerucut pada satu simpul organisasi pada umumnya uraian tugas dan
fungsi1 suatu lemaga masih bersifat makro dan tidak detil, sehingga untuk
memudahkan pelaksanaan dan memperkuat fungsi koordinasi perlu diurai
lebih lanjut dalam kebijakan prosedur operasional. Prosedur ini meliputi
kegiatan penyusunan aplikasi e-governmemt, pengumpulan, pengolahan,
dan pelaksanaan implementasi e-government mempunyai landasan yang
cukup untuk merealisasikannya.
f. Komunikasi

Kebijakan  e-government adalah kewenangan pemerintah pusat.
Tetapi dalam implementasinya tersebar di selurubh komponen lembaga
pemerintah termasuk institusi-institusi di daerab. Antara pemenntab pusat
dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana tentunya harus mempunyai
persepst yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di
dacrah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan
kebijakan e-government. Proses komunikasi i dapat dilakukan dalam
bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi,
sosialisasi, diseminasi, pelabhan atau bentuk pertemuan lainnya.
Tujuannya adalah membangun perspesi yang sama antara pembuat
kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses komuntkast dapat dikatakan
berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan
pemahaman bidang e-government.

g. Sikap Pelaksana
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Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para
pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait
dengan motivasi, kemuan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul
dalam bentuk sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Ada
tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya Apabila para
pelaksana mengimplementasikan kebijakan e-government secara konsisten
maka respon positif Instansi atau personel lainnya yang diposisikan
sebagai pelanggan, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-
produk e-government, seperti produk pusat data, aplikasi pendukung
pekerjaan kantor, aplikasi pelayanan publik, email, SMS dan produk-
produk lainnya.

C. Kerangka Pikir

Dari penjelasan proposal penelitian tersebut maka peneliti memperjelas
dan menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema sederhana
yang bertujuan untuk mempermudan atau memperjelas objek yang akan di
teliti yaitu Penerapan F-government di Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pangkep. Setiap perubahan dan pengembangan dapat
menimbulkan ketidakpastian, oleh karena ity pengembangan e-government
harus di rencanakan terlebih dahulu serta di laksanakan sec ara sistematik
melalui tahapan yang realistic serta sasaran yang terukur, sehingga dapat di
pahamt dan di ikuti olch semua pthak. Tentunya dalam dunia yang sudah
mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam

segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi
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adalah pelayanan pemerintah kepada publik. Ada 4 manfaat diterapkannya e-

government salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat ke arah

yang lebih baik. Untuk mencapai manfaat tersebut diukur dengan beberapa

indicator yang digambarkan melalui skema sebagai berikut:

E-Government

(Aplikasi Litbang
Pangkep)

D. Fokus Penelitian

Indikator aspek-aspek
dalam mewujudkan e-
government yaitu:

1. Software
:h 2. Hardware

3. Human Resources
4. Data dan Informast
5. Struktur Organisasi
6. Komuntkasi

7. Sikap Pelaksana

=

Peningkatan pelayanan
informasi dan
pengaduan

Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir

Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir dalam penelitian ini, maka

peneliti ingin melihat bagaimana penerapan ¢-government di badan penelitian

dan pengembangan daerah kabupaten pangkep, serta masyarakat yang ikut

melibatkan diri pada penggunaan e-governmemnt (Aphkasi Litbang Pangkep)

tersebut. Dimana fokus penelitian ini adalah sumber daya yang dibutuhkan

untuk mewujudkan e-government. Peneliti menggunakan teori Rianto dan Tri

Lestar1 {2012} dengan menggunakan beberapa komponen yang dibutuhkan

dalam mewujudkan e-government misalnya hardware, software, human
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resources, data dan informasi, struktur organisasi, komunikasi, dan sikap

pelaksana,

E. Deskripsi Fokus Penelitian
Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing
fokus penelitian yang akan ditelti sehingga membertkan kemudahan dan
kejelasan tentang apa yang diteliti tersebut. Dan untuk lebih jelasnya diuraikan
sebagai benkut:
1. Hardware
Hardware adalah perangkat-perangkat keras yang digunakan dalam
mengoperasikan e-government di Balitbangda.
2. Software
Software adalah e-government atau aplikasi vang di kembangkan
oleh Balitbangda dan sejauh mana saat im aplikas: tersebut dyalankan.
3. Sumber daya manusia
Orang-orang yang berperan dalam mengoperasikan jalannya e-
government Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Pangkep. Balitbangda memiliki lima sumber daya manusia yang bertugas
untuk memastikan jalannya e-government tersebut. Sumber daya manusia
terdiri dan ketua, sckertaris, dan tiga orang anggota dengan tugasnya
masing-masing.

4. Data dan informasi
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Data merupakan hasil laporan dari masyarakat yang diinput melatui
aplikasi Litbang Pangkep. Data dapat berupa laporan ataupun saran
inovasi. Sedangkan informasi adatah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
maupun telah dilaksanakan yang di input kedalam web/app atau di
youtube. Informasi dapat berupa kegiatan terbaru yang dilaksanakan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep ataupun
balasan dari laporan-laporan yang masuk ke dalam aplikasi.

Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah proses pembagian tugas yang dilakukan
oleh Balitbangda Kabupaten Pangkep dalam pencrapan e-government,
schingga tugas-tugas yang diberikan kepada sumber dava manusia yang
ada sesuai dengan si// mastng-masing.

Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan pengarahan atau pemberitahuan melalui
forum rapat koordinasi, sosialisasi, atau bentuk pertemuan lainnya. Salah
satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Balitbangda Kabupaten
Pangkep adalah proses sosialisasi untuk memperkenalkan adanya inovasi
penerapan e-government Litbang Pangkep untuk memudahkan masyarakat
dalam menyampaikan aspirasi ataupun mendapatkan informasi yang
dibutuhkan.

Sikap pelaksana
Sikap pelaksana adalah ke konsistenan pihak Balitbangda Kabupaten

Pangkep dalam menerapkan e-government. Sosialisasi adalah salah satu
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tindakan yang dilakukan oleh pelksana dalam menerangkan hal-hal terkait
dengan inovasi tersebut. Mulai dari kegunaan maupun fungi-fungsi

berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut.




BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pangkep. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena
adanya tnovasi baru sebuah aplikasi berbasis digital yang di ciptakan oleh
seorang inovator di Balitbangda tersebut Penelitian ini di laksanakan selama
dua bulan setelah selesai seminar proposal.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian mengenai [-government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep ini dilaksanakan menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan model analisis deskniptif. Penelitian ini
sangat penting untuk memahami sebuah inovasi berbasis aplikasi digital
yang kembangkan - langsung oleh pemerintah untuk memudahkan
masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, laporan perizinan, maupun
pelayanan lainnya dengan hanya mengakses melalui telephone genggam.
Sehingga metode pengamatan dan pengambilan data ditakukan
dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut sejalan dengan yang di
kemukakan oleh Sugiyono (2013), bahwa penelitian kualitatif mempunyai

karakteristik yang lebih menekankan data di balik yang teramati.

38
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2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian tentang penerapan e-governmeni di  badan
penelitian dan pengambangan daerah kabupaten pangkep adalah tipe
penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan
informan pegawai Balitbangda Pangkep dan masyarakat melalui observasi
lapangan dan wawancara.
C. Sumber Data
Data yang di kumpulkan dalam penelitian in1 bersumber dan informan,
hasil observasi maupun fakta-fakta yang berkaitang dengan focus penelitian
yaitu penggunaan aplikasi di ambil dari kantor Badan Penelitian Dan
Pengembangan Dacrah Kabupaten pangkep. Berkaitan dengan hal tersebut
penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Secara aplikatif, data primer ini di kumpulkan oleh peneliti selama
proses pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara
secara mendalam dan observast ferhadap pencrapan e-goverment
balitbangda pangkep. Data primer dalam penelitian ini merupakan
hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan atau terlibat
langsung dalam penerapan aplikas: tersebut.

2. Data sekunder merupakan data-data tertulis atau berupa gambar yang
dapat di gunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis data
primer. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dan buku-buku
referensi, jurnal, dokumentasi, serta laporan-laporan vang berkaitan

langsung dengan aplikasi pemenntahan.
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Dalam melakukan metode penelitian deskriptif kualitatif maka data

penelitian ini merupakan data primer yang sumber data penelitian di

peroleh secara langsung dan objek penelitian dalam hal m yaitu

wawancara informan.

Tabel. 1 Informan Penelittan

No Nama Jurusan Jabatan
1. | Muh. Mattuala’ada, SE. MM Manajemen SDM | Ketua

2. | Ratnawati Mentan,S.Pi, MM | Manajemen SDM | Sekretaris
3. | Ibnu Mas’ud S,Pd PLB Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang di perlukan dalam penelitian yaitu data primer

dan data sekunder yvang di peroleh dengan beberapa metode antara lain:

1.

Dokumentasi

Dokumentasi adaiah cara yang digunakan untuk memperoleh

data dalam bentuk arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan

serta keterangan yang mampu

mendukung penelitian  yang

dikemukakan oleh Sugiyono (2015). Adapun dokumentasi yang

pertama kah dilakukan oleh peneliti adalah pada tanggal 25 januan

2021 yaitu pengambilan dokumen atau data-data yang berkaitan

langsung dengan inovass aplikasi Balitbangda Pangkep berupa profi!

instansi, tugas dan fungsi Balitbangda, serta beberapa pengambilan

gambar yang ada di instasi maupun pengambilan gambar selama

proses wawancara berlangsung.
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2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang dengan
maksud tertentu dan bersifat mendalam. Jenis wawancara yang
difakukan oleh peneliti adalah jenis wawancara terstuktur, dimana
peneliti  terlebih  dahulu  menetapkan masalah yang akan
dipertanyakan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan
ditanyakan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
yang ada di ‘Balitbangda yang berhubungan langsung dengan
penerapan e-government tersebut. Wawancara dilaksanakan dalam
dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 05 Februari 2021 dan tanggal
08 Februan 2021, adapun wawancara yang dilakukan dengan ahli 1T
yang bukan merupakan bagian dari Balitbangda yang dilaksanakan
pada tanggal 11 Februari 2021 mengenai kendala-kendala umum
yang terjadi dalam penerapan e-government.

3. Observasi

Menurut Sugiyono {(2015:204) observasi adalah kegiatan
pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi yang pertama
kali peneliti lakukan adalah cek lokasi penelitian dan memastikan
kebenaran adanya penerapan e-government di instansi tesebut. Pada
penelitian imi peneliti melakukan observasi sebanyak sebelas kali
pertemuan untuk memastikan apakah data-data sebelumnya yang

telah diperoleh benar-benar valid atau tidak, serta untuk memperjelas
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data hasil wawancara sebelumnya dan data tambahan yang
mendukung adanya penerapan e-government tersebut.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk mengelolah kembali data yang telah di
peroleh untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Menurut Miles
dan Huberman Dalam Sugivono 2012:92-99 mengemukakan bahwa dalam

model ini terdapat tiga komponen pokok. Komponen tersebut antara lain:

1. Reduksi Data
Mereduks: data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
dan memfokuskan pada hal-hal yang penting Pada penelitian ini, secara
teknis adalah data-data yang telah di organisir dan kemudian di sajikan
dalam bentuk teks naratif, pambar, tabel, dan bagan Penyajian data
dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara
terhadap informasi dan menyiapkan dokumen sebagai penunjang data,
Karena data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih
Jelas dan mudah di pahami.
2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat di lakukan dalam
bentuk uraian, hubungan kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang
sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif
Dalam hal im penyajian data digunakan peneliti untuk menguraikan
secara singkat mengenai penerapan e-government di badan penelitian dan

pengembangan daerah kabupaten pangkep.
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3. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan
kesimpulan. Penulisan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab
rumusan masalah yang telah di rumuskan sejak awal namun juga tidak.

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah temuan baru dan sebelumnya
belum pernah ada yang berupa deskripst atau gambaran yang sebelumnya
belum terlalu jelas hingga menjadi lebih jelas.

5. Teknik Pengabsahaan Data
Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian tm adalah
Triangulasi yaitu proses pengecckan data yang dilakukan dari berbagai sumber
dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sesuai dengan pengertrannya,
triangulasi ini terdiri atas tiga proses yaifu:

1. Triangulast Sumber, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. melali beberapa
sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik, untuk menguji krediblitas data dilakukan dengan
cara mengecek atau menganalisis data kepada sumber yang sama namun
dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan data dengan wawancara,
observasi, atau teknik lain yang sama diwaktu yang berbeda dengan

kondisi yang berbeda pada narasumber yang sama.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Pangkep
1. Profil Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Pangkep

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negen (Permendagn) Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara fungsi
kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan, perckayasaan, pengoperasian, dan
evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hasil kelitbangan
pemerintahan dalam negen di pemerintahan daerah menjadi bahan masukan
perumusan kebyakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan
dalam negen serta bahan rekomendasi kepada satuan kerja Unit Eselon 1 di
Kementertan Dalam Negeni dan perangkat daerah di provinsi dan
kabupaten/kota. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah {Balitbangda)
KabupatenPangkajene dan Kepulauan (Pangkep) vang berdin pada tahun
2016 berdasarkanPeraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentunya harus mengikuti
arahan seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor {7 Tahun 2016.

Sebagaimana yang tertuang dalam aturan tersebut bahwa hasil kelitbangan di

pemerintahan daerah menjadi bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi
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bagi perangkat daerah di kabupaten’kota. Oleh sebab itu, sudah
seharusnya  Balitbangda  Pangkep  mensosialisasikan  hasil-hasil
kelitbangannya, agar dapat dijadikan bahan rujukan bagi Perangkat Daerah
dalam pengambilan kebijakan, serta sebagai alat kontrol bagi kepala
daerah,anggota DPRD dan masyarakat terhadap perangkat daerah terkait
dengan rekomendasi kebijakan yang dihasitkan dari hasil-hasil kelitbangan
tersebut.

. Struktur Organisasi  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkep

Susunan struktur organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilshat pada bagan dibawah im yang terdin
dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
1) Sub bagian program dan kerjasama;
2) Sub bagian keuangan;
3) Sub bagian umum dan kepegawaian;
¢. Bidang Pemerintan dan Pengkajian Peraturan;
1) Sub bidang penyelenggaran pemerintahan;
2) Sub bidang pemenntahan desa;
3) Sub bidang data dan pengkajian peraturan;
d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
1) Sub bidang sosial dan budaya;

2) Sub bidang kependudukan;
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3) Sub bidang pemberdayaan masyarakat;
¢. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
1) Sub bidang ekonomi;
2} Sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3) Sub bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana;
f Bidang Inovasi dan Teknologi
1) Sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi;
2) Sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
3) Sub bidang diseminasi kelitbangan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
Susunan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengmbangan
Dearah Kabupaten pangkep diatas sebagaimana tercantum dalam peraturan
Bupati Kabupaten Pangkep. Dan untuk lebih memperelas struktur
organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Pangkep dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Petugas Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaien Pangkep

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari petugas Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan
Badan Penelitian dan Pengembangan Dearah dipimpin oleh seorang
pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai benkut:
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1) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan
pemenntah daerah;

2) Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembangan pemerintahan daerah;

3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di pemernintahan
daerah;

4) Melaksanakan pengkajian kebijkan lingkup urusan pemenntahan
daerah;

5) Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan
pengembangan daerah;

7) Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan daerah;

8) Pengelolaan administrasi dan ketatausahaan badan penelitian dan
pengembangan daerah; dan

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

. Sekretariat

Sekertariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratifdan teknis kepada semua unsur di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka secretariat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
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1) Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama
penelitian dan pengembangan;

2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, dan
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

3) Pengelolaan  ketatausahaan,  pelaksanaan  kerumahtanggaan,
keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan
perpuetakaan dan dokumentasi;

4) Pengelolaan administrasi kepegawaian ' dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipif Negara, dan

5) Petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Adapun secretariat terdin dari beberapa sub bagian dengan tugas
dan fungsi masing-masing diantaranya adalah sebagai benkut:
a) Sub bagian progcram dan kerjasama dipimpin oleh seotang
kepala sub bagian yang mempunyai tugas:
I. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran,
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan anggaran;
3. Fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
b) Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian

yang mempunyai tugas sebagai benkut:



3.

4.

49

. Melakukan pengelolaan dan penviapan bahan pelaksanaan

verifikasi:

Penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan,
urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

Penyiapan bahan tanggapan pemenksaan,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch pimpinan;

c) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang

kepala subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut;

I.

6.

Melakukan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi;

Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
Pengelolaan asset;

Penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi, dan
dokumentasi,

Pengelolaan urusan administrast kepcgawaian, pembinaan
jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil
Negara;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c¢. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dipimpin oleh seorang

kepala bidang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian

dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengakajian peraturan.
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Dan untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemerintahan dan

pengkajian peraturan menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

1) Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan tekmis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan
pengkajian peraturan;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pengkajian peraturan;

4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitan dan pengembangan di bidang pemenntahan dan
pengkajian peraturan;

5} Penyiapan bahan koordinast dan singkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintah dacrah di bidang pemenntahan dan
pengkajian peraturan;

6) Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan
pengkajian peraturan;

7) Fasilitasi pembernan rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing
untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

8) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Adapun bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dibagi menjad:

tiga sub bagian dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang terdin

dan:

a) Sub bidang data penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh

seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

I

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
penyeclenggaraan  pemerintahan;  meluputi  aspek-aspek
pefiyelenggaran ~ ofonomi  dacrah, ~ pemerintahan  umum,
ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi
birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan

masyarakat; dan

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub bidang pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala sub

bidang yan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

I

Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kerta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
pemerintahan desa, melputi aspek-aspek penataan kelembagaan
desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset

desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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¢) Sub bidang data dan pengkajian peraturan yang dipimpin oleh
seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;

2. Penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana
penetapan peraturan baru atau evaluasi terhadap pelaksanaan
peraturan baru;

3. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara
Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
berwenang; dan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang sosial dan kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang

yang mempunyat tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang dan kependudukan, dan untuk melaksanakan tugas tersebut

bidang sosial dan kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut;

1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang sosial dan kependudukan;

3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial

dan kependudukan;
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4) Penyiapan bahan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan
kependudukan;

5) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan,

6) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sosial dan Kependudukan juga terdin dari tiga sub bagian

dengan tugas masing-masing dalam menyelenggarakan fungsinya

diantaranya adalah sebagai benkut:

a) Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang sub bidang yang
mempunyai tugas;

. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang - sosial  budava yang meliput: “aspek-aspek sosial,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan panwisata;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang
yang mempunyai tugas sebagai berkut:

I. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, menfasilitas, serta
mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  dan

pengembangandi bidang kependudukan meliputi aspek-aspek
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keschatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil,

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

¢) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala
sub bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, memfasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan Kegiatan penelitian di  bidang
pemberdayaan  masyarakat yang meliputi  aspek-aspek
pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi,
dan tenaga kerja;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh pimpinan.

e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang mempunyai tugas unfuk melaksanakan penelihan dan

pengembangan = di  bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk

melaksanakan tugas iersebut bidang ekonomi dan pembangunan
menyelenggarakan fungsinya sebagai benkut:

1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan
pembangunan;

2) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian di bidang ekonomi dan

pembangunan;
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3) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan &1 bidang ckonomi dan
pembangunan;

4) Penyiapan bahan koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
di bidang ekonomi dan pembangunan;

5) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan juga terbagi antara tiga sub bidang

dengan tugas dan meayelenggarakan fungsi yang terdiri dan:

a) Sub bidang ekonomi dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan menfasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di
bidang ekonomi dan pembangunan yang meiiputi aspek-aspek
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah,
perindustnian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

2. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin
oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai benkut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan menfasilitasi serta
mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  penelttian  dan
pengambangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan
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dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, lingkungan
hidup, kehutanan dan perkebunan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
¢) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana dipimpin
oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
I. Menyiapkan bahan perumusan dan menfasilitasi serta
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang
pengembangan wilayah fisik dan prasarana, meliputi dalam
aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan
kawasan pemukiman, penataan ruang, pertahanan, serta
komunikasi dan informatika;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
f. Bidang Inovasi dan Teknologi
Bidang inovasi dan teknologi dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di
bidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud maka bidang inovasi dan teknologi menyelenggarakan
fungsinya sebagai berikut:
1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengebangan, serta menfasilitasi penerapan

di bidang inovasi dan teknolog;
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2) Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan
metode penyelenggaran pemenntahan dacarah yang bersifat
inovatif:

3) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang inovasi dan teknologi,

4) Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan
teknologi;

5) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi penerapan di bidang
inovasi dan teknologi;

6) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pemerintahan daerah, serta fasilitasi dan
penerapan inovasi dan teknologi;

7) Penyiapan bahan koordinasi dan diseminast hasil-hasil kelitbangan;

8) Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

9) Melaksanakan tugas-tigas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada Bidang Inovasi dan Teknologi juga mempunyai beberapa sub

bidang dengan tugas masing-masing, diantaranya adalah;

a) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan inovasi dipimpin oleh
seorang kepala bidang yang mempunyai tugas sebagat berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi serta

evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;




}
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2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin
oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai
berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta
evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang
bangun/ model replikasi dan invesi di bidang difusi inovasi dan
teknologi;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana dipimpin
oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagai
berikut;

l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur
dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat
inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi
hasil-hasil kelhitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegatan

teknis di bidang keahliannya masing-masing.
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2) Kelompok jabatan fuagsional sebagaimana pada ayat (1}, dipimpin
oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada
dibawah bidang dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagai kedalam sub-sub
kelompok sesual dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior.

4) Jumiah jabatan fungsional berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
yang ada.

5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini penelitt akan mendeskripsikan hasil penelitian dan
pembahasan tentang penerapan e-government di Badan Penelitan dan
Pengembangan Dacrah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, Palam penclitian
ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara
dengan informan-informan terpihih yang berhubungan langsung dengan
penerapan e-governmeni tersebut yang bensi jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan peneliti.

Sesuai dengan tujuan penelitian vaitu untuk mengetahui hardware,
software, human resources, data dan informasi, komunikasi, truktur
organisasi, dan sikap pelaksana pada penerapan e-government di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan.

Maka penehiti melakukan wawancara mendalam terhadap informan-informan
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terpilih yang terkait penerapan e-government vaitu Ketua Kepala Bidan
Aplikasi Litbang Pangkep, Sckertaris Aplikasi Litbang Pangkep, dan
Masyarakat ahli IT. Adapun hasil tentang penerapan e-government di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulavan di
uraikan sebagai berikut:
1. Gambaran Umum FE-government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep
E-government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkep «dan Kepulauan merupakan website yang dapat
digunakan untuk mempermudah masyarakai  memperoleh informasi,
melakukan aduan/saran maupun penvampatan aspirasi.  Agar lebih
mengoptimalkan fungsi website di gadget, maka dibuat pula rancangan
aplikasinya yang berbasis OS Android. Terkait narasi tersebut berikut adalah
hasil wawancara dengan kepala Bidang Balitbangda Kabupaten Pangkep:
“Aplikasi Litbang Pangkep merupakan inovasi yang dikeluarkan
oleh Balitbangda scbagai akses masyarakat dengan mudah untuk
menyampaikan pengaduan dan informast schingga masyarakat
tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan
melakukan pengaduan. Dalam hal ini masyarakat bisa langsung

mengakses secara online lewat aphikast.” (Hasil wawancara pada
tanggal 05 Februar 2021).

Lanjut beliau mengungkapkan:
“Sebenarnya aplikasi ini sangat bagus tap: sekarang tidak bisa di

akses karena sudah di hack aplikasinya”(Hasil wawancara pada
tanggal 05 Februan 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa e-
government yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Dacrah
Kabupaten Pangkep dan Kepulauan adalah suatu wadah vang dipersiapkan

oleh pemerintah untuk membangun dan menerapkan teknologi informas) ke
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dalam sebuah wujud aplikasi dengan tujuan memperbaiki hubungan interaksi
antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peluang kepada
masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, juga memudahkan masyarakat
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aplikasi Litbang Pangkep
merupakan e-government yang bertipe governmenti-to-citizen (G-to-C) adalah
untuk mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal
akses yang digunakan oleh masyarakat agar dengan mudah menjangkau
pemerintah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan schari-hari.
Namun pada fakta fain yang juga disampaikan oleh Ketua Balitbangda
bahwa saat ini aplikasi tersebut sedang di hack atau dalam masalah, sehingga
tidak lagi dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat.

. Alur-Alur penerapan FE-Government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kabupaten Pangkep

Aplikasi Litbang Pangkep merupakan wadah bagi masyarakat untuk
memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi atau saran inovasi melalui
media yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruli masyarakat dan unit
kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan
Kepulauan. Kehadiran Aplikasi Litbang Pangkep akan memberikan
kesempatan untuk melakukan control utamanya terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan oleh SKPD dan selurvh unit kerja pemerintah Kabupaten
Pangkep. Berikut adalah hasil wawancara dengan pengelotah Aplikasi

Litbang Pangkep:
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“Untuk menangam pengaduan atau informasi kita sediakan website
kadang juga masyarakat datang langsung dan kami juga punya youtube
yang sebenarnya sudah bisa dikomersilkan karena subscribernya sudah
ribuan."(Hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2021).

Berdasarkan wawancara diatas adapun alur penerapan e-
government Badan Penelihan dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Pangkep disediakan web app yang dapat langsung di gunakan oleh
masyarakat.

a. Online Website Aplikasi Litbang Pangkep
1) Masyarakat mengakses  aplikast  yang didalamnya terdapat
beberapa ftitur yang dapat ~dipilih ofch masyarakat sesuai
kebutuhan. Jika informasi yang dibutuhkan belum terupload maka
dapat mengisi fitur pengaduan.
2) Pengaduan yang dikirimkan dan diterima oleh satuan kerja
perangkat daerah Balitbangda Pangkep akan di proses 1x24 jam.
3) Pengaduan yang diterima akan direspon dengan menyiapkan data-
data yang masyarakat inginkan
4) Masyarakat menenma jawaban yang di upload ke dalam aplikasi.
b. Youtube Balitbangda Pangkep
Situs youtube Balitbangda Pangkep bensi video-video jalannya semua
kegiatan yang dilaksanakan oich Balitbangda ataupun beberapa bentuk
kinerja yang di upload dalam bentuk video singkat. Masyarakat yang
ingin menyaksikan secara langsung dapat mengakses youtube

“BALITBANGDA PANGKEP™.
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Supaya keberlangsungan website dan aplikasi dapat terus berdanjut,
maka di bentuk admin website dan aplikasi sebanyak 5 orang yang
masing-masing memiliki peran yang krusial. Hal ini juga sejalan dengan
usulan dari salah seorang peserta sosialiasi. Admin ini terdiri dari 1 orang
Ketua, 1 orang Sekretans, dan 3 orang anggota. Berikut tugas dan fungsi
dan masing-masing admin:

. Tugas Ketua :

a. Mengatur dan mengontrol segalanya terkait Websife dan Aplikasi;

b. Dapat mengubah  password website dan aplikasi;- Memberitahu
password terbaru kepada tim.

. Tugas Sekretaris :

a. Melaksanakan perintah Ketua;

b. Mengganti peran Ketua jika diminta oleh Ketua;

c. Memasukkan berita terkait acara Bidang Inovasi dan Sekretariat secara
real timedi web/app;

d. Memasukkan data inovasi dalam bentuk PDF ke dalam web/app s.d.
[0tahun;

e. Mengontrol berjalannya fungsi website dan aplikasi;

f.  Melaporkan kepada Ketua jika menemui permasalahan;

g Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.

. Tugas Anggota :

Anggota 1 :

a. Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;
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b. Memasukkan berita terkait acara Bidang Pemerintahan secara rea/
time d web;

¢. Mengelola Google One Balitbangda Pangkep;

d. Memasukkan data perencanaan dan pelaporan dalam bentuk PDF
kedalam web/app s.d. 10 tahun;

e. Mengarsipkan seluruh data perencanaan, pelaporan, inovasi, dan
regulasi ke dalam UFD dan Cloud Drive.

f.  Mengontrol berjalannya fungsi website dan aplikasi;

g. Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan;

h. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.

Anggota 2 ;

a. Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;

b. Memasukkan berita terkant acara Bidang Sosial secarareal time di
web/app;

c. Memberitahu Ketua/Sekretaris jika ada saran/aduan yang tidak di
tanggapi > 3 hari;

d. Memasukkan data regulasi yang masih relevan dan berlaku dalam
bentuk PDF ke dalam web/app;

e. Menghapus data regulasi yang sudah tidak relevan dan tidak
berlaku diweb/app.

f  Mengontrol berjalannya fungsi website dan aplikasi;

g. Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan;

h. Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Litbang Pangkep.
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Anggota 3 :

f

g.

Melaksanakan perintah Ketua/Sekretaris;

Memasukkan berita terkait acara Bidang Ekonomi secara real time
di web/app;

Membentahukan kepada Ketua/Sekretaris jika ada saran/aduan
lewat web/app dan email;

Mengarsipkan video Balitbangda ke dalam YouTube;

Mengontrol berjalannya fungsi website dan aplikasi;

Melaporkan kepada Ketua/Sekretaris jika menemui permasalahan,

Dapat mendiskusikan masalah di WA grup Lithang Pangkep.

3. Penggunaan Aplikasi E-Govermment di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep

Aplikasi Litbang Pangkep adalah aplikasi berbasis android yang dapat

memberikan kemudahan dalam implementast system penanganan pengaduan.

di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dan

Kepulauan. Aphkasi Litbang Pangkep ini berfungs: untuk mengelolah

informasi, pertanyaan, saran atau pengaduan masyarakat yang langsung

melalui aplikasi.

“Masyarakat bisa langsung login di aplikasi karena disitu sudah
lengkap, tap1 sekarang aplikasi #tu tidak bia digunakan karena di hack,
sudah figa kalt kami melakukan percobaan perbaikan dan masih tetap
kena hack.”(Hastl wawancara pada tanggal 05 Februan 2021).

Untuk lebih memperjelas, sebelumnya system pengaduan dan informasi

di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat

langsung di akses oleh masyarakat dan aplikasi yang telah di unduh di
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playstore, namun saat ini web/app tersebut sedang mengalami beberapa
masalah teknis yang menyebabkan tidak dapat lagi diakses atau dibuka oleh

masyarakat sebagaimana gambar berikut:

—— s

Gambar IV.3. Tampllan Aplikasi Litbang Pangkep di Playstore
Sumber: Balitbangda.go.id
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b. Membuka Aplikasi
Aplikasi Litbang Pangkep saat ini sedang mengalami beberapa
masalah teknis, sechingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Tampilan utama Aplikasi Litbang Pangkep adalah sebagai berikut:

1

‘{5»‘ B4 ‘f ’
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Gambar IV.5. Tampilan Fitur Aplikasi setelah Dibuka
Sumber: www.balitbangdapangkep.go.id
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hosting yang di pergunakan untuk melakukan analisa dan
memberikan solusi. Kasus yang paling sering terjadi adalah [P
koneksi internet terblokir di firewall server karena beberapa hal.
Selain 1tu, bisa juga sedang terjadi masalah interkoneksi dari ISP
(provider layanan internet) yang di pakai dengan server hosting
website tersebut.
2) Masalah Domain

This sife cun’t be reached tidak hanya discbabkan oleh
masalah koneksi internet. Pesan error terscbut bisa juga disebabkan
karena domain yang bermasalah Seclain pesan this site can't be
reached, indikasi lain yang menandakan ada masalah pada domain
antara lain pesan this domain name expired dan tampilan halaman
mercusuar. Masalah pada domain bisa di selesaikan dengan
menghubungi  layanan penyedia domain, -untuk dilakukan
pengecekan dan dibenkan solusi selengkapnya. Untuk problem
solving pada masalah domain memerlukan wakiu propagasi sekitar
1-24 jam atau bahkan lebih, untuk kasus perpanjangan masa aktif

domain yang sudah terlanjur expired.

3) Masalah Skrip Website

Internal server error 500 adalah pesan error paling umum
yang menandakan sedang terjadi masalah pada skrip website tersebut.
Apabila tidak tahu mengenat masalah tersebut, segeralah hubungi

technical support dani layanan hosting yang di pergunakan. Penyedia
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layanan hosting akan membantu menganalisa penyebab error,
menjetaskannya serta membantu semaksimal mungkin supaya website
dapat tampil kembal.
4) Masalah Hosting

Masalah yang paling sering terjadi pada website adalah
masalah pada hosting. Tidak perfu panik jika website tiba-tiba
menampilkan tulisan this accouni has been suspended. Pesan error
tersebut umumnya menandakan masa aktif layanan hosting anda
sudah expired, sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Apabila
sedang terjadi masalah di server hosting, biasanya akan ada
pengumuman resmi dari pihak penyedia layanan hosting, yang
menginformasikan  status, penyebab kendala, dan estimasi
penanganan sampai pulih kembali.

5) Internet Positif

Internet positif adalah sebuah filter kontcn yang dibuat oleh
Pemerintah Indonesia melalui Kominfo (Kementrian Komunikasi dan
Informatika). Filter mi dibuat untuk memblokir konten-konten negatif
supaya tidak bisa diakses melalui koneksi internet dalam negeni
Indonesia. Apabila website tidak bisa diakses dan menampilkan
halaman Intemet Posifit, berarti ada konten di dalam website tersebut
yang mengandung unsur-unsur pornografi, perjudian dan hal-hal lain

yang melanggar hukum Indonesia.
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Berikut adalah detail aplikasi yang saat ini sedang mengalami beberapa

kendala teknis adalah sebagai berikut:

Gambar IV.7. Salah Satu Akar-Magalah A plikasi Tidak Dapat Diakses

Sumber: wwwubalihangdipongiep.go.id
4. Aspek-Aspek dalam- Penerapan £-Governmeni Badan Penelitian dan

Pengembangan Dacrah Kabupaten Panghep

Dalam meninjau e-governmens Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah ' Kabupaten Pangkep, peneliti membedah penerapan e-government
tersebut menggunakan teori penerapan yang dikemukakan oleh Rianto dan
Tri Lestari yangierdiri' dari hardware, software, humei “resources, data,
informasi, Komumkasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Dalam
mempermudah proses peninjauan penerapan e-goi'érament Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, peneliti mengklasifikasikan
ulang aspek-aspek yang dikemukakan oleh Rianto dan Tri Lestari dalam
teorinya menjadi hanya tiga aspek, yaitu hardware dan soffware, data dan
informasi, serta sumber daya manusia dan sikap pelaksana. Ketiga aspek
tersebut akan di analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam yang
dilakukan oleh peneliti di lapangan, sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut

dibawah ini:
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a. Hardware (Perangkat Keras)

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terlepas
dengan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware).
Sebuah aplikasi e-government ada kalanya cukup dengan sebuah atau
beberapa komputer yang berdin sendin tanpa perlu tersambung dengan
komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan
sebuah jaringan LAN (Local Area Networking) vaitu jaringan
menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara intern. Serta WAN
(Wide Area’ Networking) yaitu jaringan tanpa kabel yag biasanya
digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan jaringan global
(internet). untuk jenis aplikasi yang terakhir im biasanya membutuhkan
banyak kompurter seperti database server, application server, proxy
server, firewal!l server, email server, domain server,dan-lain sebagainya.
Spesifikasi teknis masing-masing disesuaikan dengan fungsinya. Beberapa
fungsi server dapat digabungkan, tergantung pada beban kerja. Untuk
server yang memiliki beban kerja cukup berat sebaiknya disiapkan
tersendin.

” Kalau sarana kan ada dua, ada SDM dan ada SDA. Kalau di SDM

itu otomatis ada beberapa personil yang harus dipersiapkan. Personil

itu ada terbagt tiga kalau di kami. Dan ada empat personil untuk e-

government tersebut, ada yang bagian pengisian data, ada yang

memang khusus untuk memasukkan video ke youtube, di website,
kemudian ada yang bagian editing, atau memposting, dan kalau pak

Kabid sendiri itu dia yang, sebelum kami posting dia haruslihat dulu

apakah yang di posting layak atau tidaknya. Jadi sarana dan prasarana

yang perlu kam: siapkan itu ada semacam computer, meja kerja, ada
camera, dan yang menunjanglah untuk kegiatan kami ini. Wifi paling

perlu, jadi peralatan computer itu yang paling penting untuk kami
sediakan..”(Hasil wawancara 08 Februari 2021).
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Lanjut beliau mengungkapkan:

“dan pasti kami kami juga membutuhkan sama yang namanya flusdisk

dan printer”.

(Hasil wawancara 08 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak
Balitbangda dalam mengelolah aplikasi hitbang pangkep telah membagi
tugas pada beberapa personil yang diberikan tugas dan fungsi yang
berbeda-beda. Adapun sarana dan prasarana yang disiapkan tersebut diatas
didukung oleh hasil pengematan peneliti mengenai perangkat keras yang
ada di Balitbangda Pangkep yang digunakan untuk mengoperasikan
adanya e-govermment, yakni 3 perangkat compuier, 2 buah laptop,
Sflashdisk, 4 printer, serta 2 wifi yang menjadi penunjang adanya e-
governmeny di Balitbangda.

b. Software ( perangkat lunak)

Sumber daya e-governmeni lainnya yang cukup penting adalah
perangkat lunak komputer (Soffware). Di mana soffware dibagi menjadi
dua macam yaitu software operasi dan sofiware aplikasi. Software operasi
merupakan soffware penenjemah daripada hardware, misalnya program
linux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya.
Sedangkan software aplikasi merupakan program terapan, misalnya
operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad,
power point,dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung

komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam).
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Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua sub kepala bidang tim teknis
aplikasi Litbang Pangkep:

“untuk soffware itu sendirt disitapkan oleh pihak ketiga. Jadi

kemarin kami dipihak ketigakan untuk pengadaan website itu

sendin, jadi ada kami siapkan termasuk aplikasi itu sendin.(Hasil

wawancara 08 Februan 2021).

Aplikas: litbang pangkep adalah website berbasis aplikasi yang
akan memberikan kemudahan® bagi masyarakat untuk melakukan
pengaduan, mendapatkan informasi, memberikan saran atau usul melalui
beberapa fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi litbang pangkep tersebut.
Berikut adalah beberapa fitur yang ada dalam aplikasi beserta fungsinya

antara lain:

Tabel 1V.2 Jenis- jenis Fitur dalam Aplikasi dan Fungsinya

No | Menu Fungsi Menu
1. | Home Untuk menampilkan menu awal aplikasi.
2. | Profil Memuat profil tentang Balitbangda Pangkep.

Linkskip Penyimpanan semua jenis data dalam bentuk link.

L3 ]

4. | Alamat Memuat alamat kantor Balitbangda maupun aiamat
e-mail.

5. | Perencanaan | Untuk mengupload laporan-laporan kelitbangan.
7. | Pelaporan Untuk mengupload hasil-has:l kelitbangan.

8. | Regulasi Untuk mengupload tupoksi Balitbangda, perda,
pergub, Rik dil.
9. | Randu Berfungsi scbagai menu yang dapat digunakan oleh

masyarakat melakukan aduan dan saran.

10. | Inovasi Berfungsi untuk mengupload nama-nama inovasi
yang terdaftar di Kabupaten Pangkep.

Sumber: Sekertariat Balitbangda (2019)
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Kebutuhan minimal untuk menggunakan aplikasi litbang pangkep
adalah laptop, computer, norehook dan handphone dengan dukungan LAN,
WLAN, atau wifi yang terkoneksi dengan jaringan internet yang dapat
diakses oleh masyrakat dan terhubung langsung dengan SKPD
Balitbangda Pangkep. Aplikasi dapat diakses menggunakan soffware yang
dapat di unduh dengan bantuan play store, serta diperlukan adanya
Microsoft word untuk menyimpan data sebelum di upload kedalam
aplikasi.

. Data dan Informasi

Komponen sumber daya berikutnya adalah data dan informasi.
Sumber daya imi sering kali kurang mendapatkan perhatian oleh
implementor e-overnment. padahal kesediaan data masukan, baik dalam
bentuk lembaran kertas maupun dalam bentuk digital (database) menjadi
bahan utama proses e-government guna mendukung tujuan penyebarluasan
informast. Berikut adalah hasil wawancara dengan tim teknis aplikasi
Litbang Pangkep:

“Kami menyimpan data dan informasi di laptop dan FD dalam

bentuk draf’ kemudian kami copy dan posting masuk ke website.

Jadi kalau sudah bentuk draf kami perlihatkan ke Kepala Bidang

kelayakan tulisan kami, setuju beliau langsung kami posting.(Hasil

wawancara tanggal 08 Februari 2021).

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Sub Kepala Bidang aplikasi Litbang
Pangkep:

“Informasi yang kami sediakan itu semua kegiatan-kegiatan yang

ada di Balitbangda Kajian-kajian yang kami lakukan, penelitian-

penelitian yang kami lakukan, penghargaan-perhargaan apa saja

yang kami dapatkan, kemudian kegiatan-kegiatan eksternal, dan
kerjasama-kerjasama dengan siapa itu kami sebarluaskan, termasuk
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anggaran yang kami masukkan disini. Jadi Balitbangda memang

transparansi sekali mengenai kegiatan-kegiatan kita yang ada

disini.”(Hasil wawancara tanggal 08 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan
proses pengaduan dan informasi, pihak pengelola aplikasi Litbang
Pangkep menggunakan laptop dan FD untuk menyimpan data dalam
bentuk folder yang kemudian akan di posting ke website/app. Informast
yang terdapat di dalam aplikasi Lithang Pangkep terdini data-data umum
terkait profil Balitbangda, vist misi, tugas pokok dan fungsi, maupun data-
data mengenai hasil kajian-kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para
SKPD, termasuk didalamnya anggaran juga diposting kedalam aplikasi
tersebut karena salah satu tujuan Balitbangda dalam penerapan e-
government tersebut adalah adanya transparansi antara pemerintah dan
masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Ketersedian SDM vang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis
teknologi informasi  dan komunikasi yang wmeliputi programme
administrator  jaringan, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek
kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. Sikap respon biasanya itu
biasanya bersifat subjektif, karena terkait dengan motivasi, kemauan atau
niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam bentuk sikap proaktif tetapi
ada pula yang bersifat resistensi. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat
dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan

kebijakan e-government secara konsisten maka respon juga akan positif.
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Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua Sub Kepala Bidang

Balitbangda Kabupaten Pangkep:

“Kabid kam: sebagai penganggungjawab di website ini sebagai
penerapan e-government itu, belian melakukan perekrutan personil
yang ditetapkan dengan bentuk SK Bupati dan SK Balitbangda.
Jadi, bentuk rekrutmennya itu bukan berarti bentuk test dan segala
macam, tetapt bentuk rekrutmennya itu melihat personal dan yang
mau ditunjuk sebagai tim kerja di penerapan e-government
tersebut. Setelah kami dilakukan penyeleksian dan kami ditetapkan
dalam bentuk SK, kemudian orang-orang vang bertanggungjawab
disini itu kami diberikan Bimtek, Bimtek itu dilakukan waktu pada
saat kita sebelum mensosialisasikan ke masyarakat "(Hasil
wawanacara pada tanggal 08 Februari 2021).

Berikut adalah latar belakang pendidikan tim teknis pengelolah

aplikasi Litbang Pangkep adalah sebagai berikut:

Tabel TV.2 Nama, Jabatan, dan Pangkat Tim Teknis Aplikasi Litbang

Pangkep

No | Nama Jurusan Jabatan

1. | Muh. Mattuala’ada, SE MM Manajemen SDM | Ketua

2. | Ratnawati Mentari,S.Pi,, MM | Manajemen SDM | Sekretaris
3. | Mustakim Tahiz, S. Hi Hukum Isiam Anggota |
4. | Muhammad Rais, S. Sos Sospol Anggota 2
5. | Kasmawati, S.p Pertaman Anggota 3

Sumber: Sekretariat BALITBANGDA

Hal diatas diungkapkan oleh Sekertaris Bidang Aplikasi Litbang Pangkep:

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa bahwa dari sumber daya

manusia yang disiapkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan

yang scharusnya sumber daya manusia yang ahli dibidang informatika,

namun terlepas dari latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang

telah disediakan oleh pengelolah aplikasi Litbang Pangkep merupakan
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orang-orang yang terpilih serta memenubhi kriteria dan dapat melaksanakan
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Setiap operator yang
terpilih pun telah diberikan pelatihan agar dapat mengaplikasikan web/app
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep maupun
mensosialisasikannya ke masyarakat.

5. Komunikasi

Kebijakan e-government adalah kewenangan pemerintah pusat.
Tetapi dalam implementasinya tersebar di seluruh komponen lembaga
pemerintah termasuk institusi-institusi di daerah, Antara pemerintah pusat
dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana ientunya harus mempunyai
persepsi yang sama. Pemenintah pusat atau lembaga impiementor utama di
daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan
kebijakan e-government.

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari komunikasi
antara Ketua Sub Kepala Bidang Aplikasi Litbang Pangkep dengan
masing-masing operator SKPD Litbang Pangkep yang terkait dalam
penerapan e-government tersebut. Adapun pengaduan yang masuk ke
dalam Aplikasi Litbang Pangkep untuk kemudian operator atau SKPD
terkait memberikan tanggapan atau jawaban terhadap masyarakat. Berikut
adalah hasil wawancara dengan Sekertaris tim teknis Aplikasi Litbang

Pangkep:
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"Biasanya itu kalau masalah-masalah vang paling banyak itu

mahasiswa-mahasiswa, peneliti-peneliti, atas LSM media yang mau

informasi-informasi itu biasa permintaan data-data saja, atau mereka
hanya mengadu bahwa mohon untuk misalnya menambahkan data ini

kesitu.” (Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021)

Lanjut beliau mengungkapkan:

“Kalau data yang mercka can tidak ada disitu, mereka tinggal

mengklik dan menulis pesan aja disitu ds layanan, kalau kams sudah

dapat begitu kami cepat-cepat merespon. Paling tidak 1x24 jam kami
merespon untuk menyiapkan data-data yang mereka pengen, kami

membuat drafnya, kemudian kami perlihatkan ke kabid, kemudian di

posting kalau sudah disetujui”. (Hasil wawancara pada tanggal 8

Februan 2021)

Proses komunikasi 1in' dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan
dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi,
pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun
perspesi yang sama aniara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses
komunikas) dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memilki
tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang e-govermment. Hal ini
disampaikan oleh sekretaris tim teknis aplikasi Litbang Pangkep:

“Ada bimbingan atau pelatihan khusus yang diberikan untuk semua

tim tckmis sebelum kita mensosialisasikan website/app im ke

masyarakat.(Hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2021).

Hal lainnya disampaikan sekertaris tim teknis aplikasi Litbang

Pangkep:

“Hampir semua kegiatan Balitbangda itu kami jadikan sebagai

moment untuk menyebarluaskan aktifitas e-government ini. (Hasil

wawancara pada tanggal 08 Februan 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, proses

komunikasi yang digunakan cukup memadai dan komunikasi yang
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dilakukan yaitu tetap melakukan keordinasi antara SKPD dan Ketua
Pelaksana dalam menanggapi pengaduan yang masuk. Pengelolah atau
operator Aplikas: Litbang Pangkep juga senantiasa melakukan sosialisasi
dalam setiap kegiatan mengenai kehadiran e-government tersebut
walaupun masih kurang maksimal.

Sikap pelaksana

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik dengan para
pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif karena terkait
dengan motivasi, kemauan atau niat. Ada atau tidaknya respon pelaksana
ini_~dapat dilihat dari ~ aktivitasnya. . Apabila para  pelaksana
mengimplementasikan e-government secara konsisten maka respon positif.

“saat ini website belum bisa dibuka sama sekali, ternyata memang

harus membayar, dan sekarang website itu semua diambil alih oleh

kominfo, nanti kami berkoordiasi dengan dinas kominfo. Jadi nanti
kami membayar aplikasi kemudian berkoordinasi dengan dinas

komunikasi dan informasi.” (Hasil wawancara pada tangga! 16

Agustus 2021).

Lanjut beliau mengatakan:

“nanti anggaran barupt lagi baru dibayar, karena belumpi

dianggarkan, kalau adami anggarannya langsung dibayar.” (Hasil

wawancara pada tanggal 16 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saat
ini pihak Balitbangda sedang mengupayakan adanya perbaikan terhadap
aplikasi Litbang Pangkep yang saat ini tidak lagi dapat di akses oleh
masyarakat. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pihak Balitbangda
adalah mengusahakan anggaran untuk memperpanjang masa aktif pada

layanan hosting agar aplikasi dapat kembali digunakan.
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C. Pembahasan Penelitian

Dalam rangka penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, Balitbangda
menciptakan sebuah wadah berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh
masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan pengaduan denga
mudah. Keterbukaan pemerintah akan informasi data-data yang dapat diakses
oleh masyarakat dan disebarluaskan ke masyarakat lainnya terkandung dalam
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi - public kecuali beberapa informasi tertentu. Pada
tanggal 15 juli tahun 2019 Balitbangda melaunchingkan sebuah inovasi baru
yaitu e-govermment berupa aplikasi Litbang Pangkep yang sengaja
Balitbangda kembangkan untuk dapat memudahkan masyarakat memperoleh
informasi yang dibutuhkan. Untuk melihat bagaimana e-government yang ada
di Balitbangda, maka peneliti mengangkat beberapa indicator yang digunakan
untuk memaksimalkan e-government di Balitbangda yaitu: hardware,
software, sumber daya manusta, data dan informasi, komunikasi dan sikap
pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai e-government
di Balitbangda Pangkep bahwa:

1. Hardware
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terlepas
akan kebutuhan sumber daya perangkat keras komputer (hardware).
Sebuah aplikasi e-government ada kalanya cukup dengan sebuah atau

beberapa komputer yang berdiri sendiri tanpa perlu tersambung dengan
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komputer lainnya, namun kecenderungan aplikasi lainnya membutuhkan
sebuah jaringan LAN (local Area Networking) vyaitu jaringan
menggunakan kabel , yang biasanya digunakan secara intern. Dalam hal
ini Balitbangda menyiapkan beberapa jemis perangkat keras yang akan
digunakan untuk menjalankan adanya e-government di Balitbangda

Jenis-jemis perangkat keras yang telah dipersiapkan untuk menunjang
jalannya e-government di- Balitbangda Pangkep yang digunakan untuk
mengoperasikan aplikasi tersebut yakni 3 perangkat computer, 2 buah
laptop, flashdisk, 4 printer, serta 2 wifi yang menjadi penunjang adanya e-
government di Balitbangda. Sedangkan masyarakat sasaran utama adanya
inovasi tersebut dapat mengakses aplikasi setelah mengunduh di play store
menggunakan HP, PC, atau norebook.
. Software

Sumber daya e-government lainnya yang cukup penting adalah

perangkat funak komputer (Software). Di mana sofiware dibagi menjadi
dua macam yaitu sofiware operasi dan sofiware aplikasi. Software operasi
merupakan soffware penerjemah daripada hardware, misalnya program
inux, windows 98, windows 2000, windows XP, dan sebagainya.
Sedangkan software aplikasi merupakan program terapan, misalnya
operating sistem, database, office yang meliputi word, excel, notepad,
power point,dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung

komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam).



83

Indrajit  (2006) dalam bukunya Electronic  Government
menjelaskan tipe relasi dalam e-government dapat dibedakan dalam empat
tipe yang pertama, Government to Citizens (G2C) Tipe G to C ini
merupakan aplikasi e-government yang paling umum, yaitu dimana
pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informast dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi
dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan
utama dan dibangunnya aplikasi e-government bertipe G2C adalah untuk
mendekatkan pemerintah dengan rakyainya melalui kanal-kanal akses
yang beragam agar masyakat dapat dengan dengan mudah menjangkau
pemenintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-
hari. Kedua, (rovernment to Business (G2B) Salah satu tugas utama dari
sebuah pemernntahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang
kondusif 'agar roda perekonomian scbuah negara dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam melakukan akiifitas seharai-hari, entity
bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu,yang
bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan
karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah
entity berorientasi profit.diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah
dengankalangan bisnis tidak saja  bertujuan untuk memperlancar

parapraktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun



lebihjauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika
terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.
Ketiga, Government to Governments (G2G) Fra globalisasi ini terlihat
jelas adanya kebufuhan di negara-negara untuk saling berkomunikasi
secara lebth intens dari hai ke han. Kebutuhan untuk berinteraksi antar
1 suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar
pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk
memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti
negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan
hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses
politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.
Keempat, Government to Employees (G2E) Pada akhirnya aplikasi e-
government  Juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pegawat negeri atau karyawan  pemerintahan yang
bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Aplikasi Litbang Pangkep merupakan e-government yang bertipe
government-to-citizen  (G-t0-C) adalah untuk mendekatkan antara
pemerintah dan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang digunakan
oleh masyarakat agar dengan mudah menjangkau pemerintah untuk
pemenuhan berbagat kebutuhan pelayanan sehari-hari. Aplikasi litbang
pangkep adalah website berbasis aplikasi yang akan memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, mendapatkan

|\
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informasi, memberikan saran atau usul melalui beberapa fitur-fitur yang
tersedia dalam aplikasi litbang pangkep tersebut.
. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting
dalam menentukan keberhasilan jalannya suatu kebijakan. Setiap
kebijakan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai
dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebyakan yang telah ditetapkan
Van Meter dan Varn Hom (dalam Widodo 1974) Berdasarkan fakta
lapangan yang diperoleh dari hasii wawancara dan observasi menunjukkan
bahwa latar belakang tim tekmis pada penecrapan ¢-government di Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten pangkep tidak sesuai
dengan latar belakang pendidikan yang seharusnya sumber daya manusia
yang ahli dibidang informatika, namun dari hasil wawancara yang telah
diperoleh bahwa terlepas dan latar belakang pendidikan sumber daya
manusia yang terpilih telah memenuhi kriteria dan mampu menjalankan
tugas dan fungsinya dengan baik serta dibekali dengan pelatithan yang
rutin.
. Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan komponen yang menjadi bahan
utama proses e-government untuk mendukung tujuan penyebarluasan
informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa data-data
atau informasi yang di sediakan dalam aplikasi tersebut adalah semua jenis

kegiatan-kegiatan yang dilakukan olech Badan Penelitian dan
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Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep, serta hasil- hasil penelitian
yang juga dapat diakses dalam aplikasi tersebut. Tentu dengan adanya
data-data yang di upload dalam sebuah aplikasi sangat memudahkan
masyaraka yang ingin mencarni informasi-informasi yang mereka
butuhkan. Serta adanya fitur aduan yang dapat diakses oleh masyarakat

Jika ingin melakukan pengaduan.

. Komunikasi

FE-government adalah cara pemenntah menggunakan teknologi
informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan
akses layanan yang mudah terhadap iuformasi pemerintah dan
menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara
pejabat publik dengan masyarakat dan juga bisms. E-government dapat
dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan website, komunikasi
internet, dan dalam beberapa hal lainnya ¢-government merupakan aplikasi
interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke
dan dan pemberian layanan dan informasi pemerintzh lain, baik
instansional maupun antar negara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa Balitbangda
berharap dengan adanya e-government dapat menunjang efektifitas dan
efesiensi pelayanan public. Sedangkan komunikasi yang diciptakan antar
SKPD adalah proses sosialisasi yaitu memperkenalkan kehadiran aplikasi

tersebut yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan
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melakukan pengaduan. Sosialisasi itu sendini dilaksanakan dalam setiap
agenda vyang dilakukan oleh Balitbangda. Pelatihan juga sering kali
dilaksanakan guna untuk meningkatkan keterampilan pada setiap SKPD
yang berperang dalam penerapan e-government tersebut.
. Sikap Pelaksana

Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat
menjalangkan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat
kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memilik: sikap yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan
juga menjadi tidak efektif I:dward HI (Agustino, 2008). Idealnya setiap
kebijakan direspon dengan baik dengan para pelaksananya. Sikap respon
itu biasanya bersifat subjektif karena terkait dengan moftivasi, kemauan
atau niat. Ada atau tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dan
aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan e-government
secara konsisten maka respon positif.

Terpenuhinya indicator-indikator dalam menerapkan e-government
menurut Rianto dan Tri Lestari dapat dikatakan berhasil, tetapi dalam
setiap pelaksanaannya belum maksimal hingga kini aplikasi tersebut tidak
dapat lagi diakses oleh masyarakat Belum maksimainya penerapan e-
government di Balitbangda dapat dibuktikan dengan beberapa kutipan
wawancara yang mengatakan bahwa aplikasi tersebut telah d hack
sehingga tidak dapat digunakan. Namun setelah dilakukan pelacakan oleh

peneliti tidak ada percobaan hacking pada aplikasi tersebut, melainkan
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hosting dan domain yang telah habis masa aktif dan tidak dilakukan
perpanjangan. Hosting dan domain sangat erat kaitannya dengan aplikasi
atau web. Domain aplikasi berfungsi agar mempermudah pegguna untuk
mengakses server. Sedangkan hosting merupakan tempat menyimpan data-
data yang diperlukan oleh website atau aplikasi agar dapat di akses.
Hosting dan domain aplikasi yang tidak segera dilakukan perpanjangan
maka akan di suspend sementara sampai batas waktu tertentu sehingga
web atau aplikasi tidak dapat diakses. Domain dan hosting pada aphikasi
yang tidak diperpanjang juga otomatis fitur-fitur vang ada dalam aplikasi
tidak dapat digunakan.

Balitbangda sebagai penyelengpara aplikasi Litbang Pangkep selama
satu tahun masa percobaan penerapan aplikasi tersebut kini tidak lagi
dapat diakses karena domain dan hosting yang telah kadaluarsa dan belum
ditakukan perpanjangan. Upaya saat ini yang dilakukan oleh Balitbangda
sclaku penyelenggara inovasi ialah mengupayakan anggaran untuk
memperpanjang masa layanan domain dan hosting aplikasi, karena
sebelum dilakukan perpanjangan pada layanan domain dan hosting maka

aplikasi tidak dapat digunakan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang telah

peneliti lakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Pangkep maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

(%)

Huardware, bahwa Balitbangda sudah cukup baik dalam mempersiapkan
sarana dan prasarana yang mendukung adanya e-governmenmt di
Balitbangda Pangkep.

Software, bahwa e-government atau aplikasi yang saat ini tidak dapat
lagi difungsikan atau diakses olch masyarakat maupun tik teknis
Balitbangda Pangkep disebabkan masa aktif layanan hosting telah

habis.

. Sumber daya manusia, bahwa berdasarkan hasil penelitian sumber daya

manusia yang berperan dalam e-government tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan yang ahli di bidang wmformatika. Terlepas dari hal
tersebut SDM yang berperan dalam e-government di Balitbangda terus

dibekali pelatihan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

. Data dan informasi, bahwa data-data dan informasi mengenai

Balitbangda serta nama-nama inovasi di Kabupaten Pangkep di upload
dalam ke dalam aplikasi sehingga masyarakat yang membutuhkan

informasi terkait Balitbangda tidak perlu lagi datang ke kantor untuk

memperoleh informasi.

g9
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5. Komunikasi, bahwa komunikasi yang dilakukan dalam bentuk arahan
atau pelatihan yang seringkali dilaksanakan guna meningkatkan
keterampilan tiap-tiap SKPD.

6. Sikap pelaksana, bahwa saat ini Balitbangda selaku pelaksana e-
government telab mengupayakan anggaran untuk memperpanjang masa

aktif layanan hosting pada aplikasi.

. Saran

1. Sehubungan dengan factor yang membuat aplikasi tersebut tidak dapat
diakses adalah hosting dan domain yang expired maka masalah bisa di
selesaikan dengan menghubungi layanan penyedia hosting dan domain,
untuk dilakukan pengecekan dan diberikan solusi selengkapnya.

2. Dalam hal lain diharapkan kepada pihak Balithangda untuk
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat atau pengiklanan secara
elektronik agar kehadiran Aphkasi Litbang Pangkep dapat diketahui
sccara lebih menyeluruh di kalangan masyarakat. Masrayakat perlu
mengetahui bahwa Balithangda mempunyai layanan berbasis aplikasi
vang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat
tidak perlu berkunjung langsung untuk mendapatkan infromasi.

3. Membangun komunikasi yang baik antar SKPD untuk membangun
perspektif yang sama serta konsisten mengembangkan e-government di
Balitbangda.

4. Melakukan lebih banyak pelatihan kepada semua tim teknis untuk lebih

menguasai teknis-teknis dalam mengelolah aplikasi.
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP
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Gambar IV.2. Struktur Organisasi Balitbangda Kabupaten Pangkep
Sumber : Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara bertujuan untuk menjawab rumusan masalah pada
peneitian ini yang berjudul “Penerapan E-Government di Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan”. Pedoman
wawancara ini berdasarkan pada teori Rianto dan Tri Lestari {2006) dalam
mewujudkan e-government, terdapat beberapa indicator dalam teori yang menjadi
pedoman wawancara pada penelitian ini antara lain:

Lokasi : Badan Penclitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep
(BALITBANGDA).

Fokus : Penerapan E-Government di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkejenne dan Kepulauan.

A. Bagaimana Penerapan e-government di BALITBANGDA saat ini?
B. Hardware dan Software
1.Apa saja sarana yang disiapkan untuk mewujudkan e-government?
2.Apa saja jenis-jenis hardware dan sofiware yang digunakan?
C. Data dan Informasi

1.Apa yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang akan

disebarkan kepada masyarakat?

2 Informasi apa saja yang disediakan oleh pihak BALITBANGDA

untuk disalurkan kepada masyarakat?

3.Hal apa saja vang biasanya masyarakat laporkan kepada pihak

BALITBANGDA?
D. Sumber Daya Manusia

1. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan pihak Balitbangda dalam
menentukan dan memilih sumber daya manusia?

2. Apakah ada pelatihan khusus dalam menyaring atau memilih pihak-
pihak yang berperang dalam penerapan Aplikasi Litbang Pangkep
tersebut?

E. Komunikast dan Sikap Pelaksana

1. Kegiatan apa saja vang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk
memperkenalkan Aplikasi tersebut?

2. Tindakan apa saja vang dilakukan oleh pihak pelaksana untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menggunakan
aplikasi tersebut?

3. Bagaimana tanggapan pihak BALITBANGDA apabila ada
pengaduan dari masyarakat?



DOKUMENTASI

Pangkep.

Sepuluh Budaya Malu ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pangkep.
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R & A & 7% &0 4 y o ——

Wawancara dengan Kepala \Bidan Aplikasi .iibang Pangkep Kabupaten
Pangkajenne dan Kepulauan.

¥ Aaiw \ji-'

Wawancara dengan Sekertaris Bidang Aplikasi Litbang Pangkep Kabupaten

Pangkajenne dan Kepulauan.
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